







A. Penelitian Terdahulu 
 
Adapun tinjauan pustaka atau literature review dari penelitian-penelitian 
sebelumnya yang berkaitan langsung dengan penelitian ini yaitu: 
Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 


















Obyek wisata ini 
dikelola oleh 
masyarakat sekitar dan 
masyarakat turut 



















yaitu masyarakat sadar 


































wisata Bejiharjo dalam 
melakukan 
pemberdayaan 
masyarakat sudah baik 
karena dalam 
pelaksaannya sudah 
tertata dengan matang 




























   pemberdayaan tersebut 
memberi manfaat 




3. Peranan dan Heri Santoso Pengelolaan pariwisata Kelebihan yang 
 Kebutuhan (2015) di obyek wisata ini didapat yaitu, tata 
 Pemangku  didominasi oleh kelola para pemangku 
 Kepentingan  pemerintah sehingga kepentingan terjalin 
 Dalam Tata  masyarakat kurang dengan baik 
 Kelola  dilibatkan dalam sedangkan 
 Pariwisata di  pengelolaannya. kekurangannya yaitu 
 Taman   pengelolaan pariwisata 
 Nasional   di lokasi ini tidak 
 Bunaken,   melibatkan 
 Sulawesi Utara   masyarakat sehingga 
    manfaat dari 
    pariwisata tidak 
    dirasakan oleh 
    masyarakat sekitar. 
4. Strategi Tata Handini Tata kelola dalam Kelebihan yang 
 Kelola Widiyanti Pengembangan didapat yaitu dengan 
 Pengembangan (2016) ekowisata ini adanya kerjasama 
 Ekowisata di  melibatkan beberapa yang baik antara 
 Taman Wisata  peran stakeholders pemerintah dan swasta 
 Alam Kawah  yaitu pemerintah, berdampak besar pada 
 Ijen Provinsi  swasta dan pengembangan 
 Jawa Timur  masyarakat. Namun pariwisata di lokasi 
   disini peran tersebut. Sedangkan 
   masyarakat hanya kekurangannya yaitu 
   sedikit karena kurang melibatkan 
   didominasi oleh masyarakat 
   pemerintah dan didalamnya. 
   swasta.  
5. Pengembangan Sugi Rahayu Temuan yang didapat Kelebihan dari 
 Community (2016) yaitu mengetahui pengembangan ini 
 Based Tourism  Bagaimana yaitu pemerintah telah 
 Sebagai  pengembangan CBT berupaya dan 
 Strategi  yang dilakukan oleh memberikan inovasi 
 Pemberdayaan  Pemerintah Kabupaten baru pada pengelolaan 
 Ekonomi  Kulon Progo sebagai obyek wisata yang 
 Masyarakat di  strategi pemberdayaan berbasis masyarakat. 
 Kabupaten  ekonomi masyarakat. Sedangkan 
 Kulon Progo,   kekurangannya yaitu 
 Daerah   kurangnya partisipasi 
 Istimewa   masyarakat, 
 Yogyakarta   infrastruktur yang 









    kemitraan yang 
terjalin belum 
maksimal. 
6. Modal Sosial Tri Sunu Penelitian ini Kelebihan yang 
 Masyarakat Yulianto membahas mengenai didapat yaitu 
 Dalam (2015) modal sosial mengetahui tingkat 
 Pengembangan  masyarakat dalam modal sosial yang 
 Pariwisata di  pengembangan dimiliki oleh kedua 
 Desa Wisata  pariwisata dan desa wisata tersebut 
 Pentingsari  membandingkan sehingga dapat 
 dan Sambi  dikedua wisata memotivasi desa 
 Kabupaten  tersebut. Terdapat lainya agar mampu 
 Sleman  perbedaan dalam berkembang. 
   pengembangan kedua Sedangkan 
   wisata yaitu modal kekurangannya yaitu 
   sosial yang berbeda, kesadaran masyarakat 
   peran serta, pentingsari mengenai 
   kelembagaan, dan potensi wisata tersebut 
   Manfaat masih rendah sehingga 
   memperlihatkan belum dimanfaatkan 
   kondisi yang berbeda. dengan baik. 
7. Tata Kelola Wayu Amnah Tata kelola pariwisata Kelebihan dari tata 
 Pariwisata di (2016) di daerah ini cukup kelola pariwisata 
 Kecamatan  baik dimana adanya tersebut adalah kinerja 
 Buru  kerjasama antara pemerintah dan 
 Kabupaten  pemerintah dan juga masyarakat dalam 
 Karimun  masyarakat. Pengembangan 
   Pemerintah melakukan pariwisata dapat 
   berbagai upaya dalam terjalin dengan baik 
   pengembangan Sedangkan 
   pariwisata dan kekurangannya adalah 
   masyarakat turut belum adanya 
   Melakukan Pemberdayaan 
   pemeliharaan terhadap masyarakat. 
   objek wisata tersebut.  
   Dalam pengembangan  
   pariwisata di  
   Kecamatan buru,  
   sector swasta belum  
   terlibat.  
8. Pengelolaan Mauizatul Dalam pengelolaannya Kelebihan dengan 
 Pariwisata Hasanah tidak semua adanya pariwisata 
 Alam Berbasis (2017) masyarakat sadar dan berbasis masyarakat di 
 Masyarakat  mau mengelola wisata daerah ini adalah 
 (Kasus Obyek  tersebut, selain itu dapat dapat 
 Wisata Alam  anggaran untuk Memperbaiki 
 Rammang-  pengembangan wisata kehidupan dan sumber 


















 masih kurang sehingga 










9. Pengembangan Hadiwijaya Dalam pengelolaan Kelebihan dari adanya 
 Pariwisata Lesmana dan pengembangan wisata Pengembangan 
 Bahari Dini Purbani bahari di Pulau pariwisata berbasis 
 Berbasis (2015) Kaledupa, instansi, masyarakat di pulau 
 Masyarakat di  sumber daya alam dan ini yaitu memberikan 
 Pulau  informatif belum potensi kepada 
 Kaledupa,  terkoordinir dengan masyarakat untuk 
 Kabupaten  baik. mengelola sehingga 
 Wakatobi,   nantinya dapat 
 Provinsi   Mensejahterakan 
 Sulawesi   masyarakat sekitar, 
 Tenggara   Sedangkan 
    kekurangannya adalah 
    kerjasama antara 
    beberapa pihak belum 
    terjalin dengan baik. 
10. Peran Soedigdo Adanya ekowisata Kelebihan dari adanya 
 Ekowisata Doddy dan dalam pemberdayaan ekowisata dalam 
 dalam Konsep Yesser Priono tersebut cukup pariwisata berbasis 
 Pengembangan (2013) berperan namun hanya Masyarakat 
 Pariwisata  secara pasif, selain itu dipenelitian ini yaitu 
 Berbasis  terdapat beberapa masyarakat dibekali 
 Masyarakat  faktor yang keahlian dalam 
 Pada Taman  berpengaruh dalam pengelolaan ekowisata 
 Wisata Alam  mengembangkan sehingga dapat 
 (TWA) Bukit  ekowisata berbasis dijalankan dengan 
 Tangkiling  masyarakat di Kota baik, sedangkan 
 Kalimantan  Batu. kekurangannya yaitu 
 Tengah   tidak semua 
    masyarakat terlibat 
    dalam pengembangan 
    pariwisata berbasis 












B. Tata Kelola Wisata 
 
1. Pengertian Tata Kelola Wisata 
Menurut Muntasib (2009), tata kelola wisata adalah bagian dari 
governance baik dari tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 
Tata kelola wisata yaitu pengelolaan wisata secara kolaboratif yang 
melibatkan beberapa sektor, diantaranya sektor pemerintah dan non 
pemerintah. Maka tata kelola dapat diuraikan sebagai berikut: 
a. Pengambilan keputusan dalam tata kelola wisata alam yang dikelola 
masyarakat terdapat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat 
yang berbeda-beda. 
b. Pengelolaan wisata alam ditentukan bersama. 
 
c. Tidak ada pelaku dominan yang menentukan gerak aktor lain walaupun 
terdapat banyak aktor yang terlibat. 
d. Adanya relasi dari pelaku dan sektor wisata atas budaya dan 
sumberdaya alam untuk wisata. 
e. Perlu mempersiapkan perencanaan yang mengikuti jaman sekaligus 
dapat membuat inovasi baru sebagai sesuatu yang menjadi ciri khas. 
2. Governance dalam Wisata 
 
Governance tidak hanya mengandung arti kepemerintahan 
mengenai suatu kegiatan, namun juga mengandung arti pengelolaan, 
kepengurusan, pembinaan, penyelenggaraan, pembinaan dan dapat 
diartikan sebagai pemerintahan. (Sendarmayanti, 2012) Teori governance 
berpandangan bahwa saat ini berbagai bentuk pelayanan publik yang 
diberikan oleh Pemerintah kurang efisien dan adil karena semakin 
meningkatnya kebutuhan masyarakat namun kapasitas pemerintah semakin 




juga masyarakat. Begitu juga dengan pengembangan wisata, diperlukan 
kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola 
wisata agar mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada 
wisatawan. 
Penerapan governance dalam wisata telah dikemukakan oleh Pitana 
dalam (Zaenuri, 2018) membahas aktor-aktor yang terlibat dan 
bekerjasama dalam system kepariwisataan. Konsep mengenai aktor-aktor 
yang terlibat dalam system kepariwisataan mengacu pada tiga pilar 
governance. Seperti pada gambar berikut: 
Gambar 2.1 Sektor Wisata dalam Tiga Pilar Governance 
 
 
Syahrir, dalam Zaenuri (2018) lebih menjelaskan menegani ilustrasi 
bahwa ketiga pilar governance tersebut dapat berinteraksi dalam mengelola 
pesoalam-persoalan publik dalam bentuk kemitraan. Untuk 
menyelenggarakan kebijakan dan mengelola berbagai urusan publik 
termasuk wisata, kemitraan yang terjalin antara pemerintah, swasta dan 











Dari model tersebut menjelaskan bahwa kemitraan dapat terjalin 
karena masing-masing pihak akan mendapatkan keuntungan. Secara 
keseluruhan ketiga pihak tersebut akan memberikan manfaat bagi 
pengelolaan dan pengembangan wisata. Kotak ditengah menunjukkan 
aktivitas yang bisa dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga pihak yang 
bersifat sinergis. 
Dalam hubungan kemitraan di atas, masing-masing pihak 
mempunyai peran yang spesifik dan akan memperoleh manfaat secara 
bersama-sama, yaitu: 
a. Dalam hubungan kemitraan pemerintah dan swasta maka pemerintah 




pelayanan perizinan, dan pengembangan kerjasama antara daerah yang 
memungkinkan pelaku industri wisata dapat saling mengembangkan 
investasi. Sedangkan dari pihak swasta, kemitraan akan menggairahkan 
peran swasta untuk melakukan investasi karena telah memperoleh iklim 
yang kondusif atas peran pemerintah dalam membeikan kejelasan 
regulasi dan perizinan. 
b. Dalam hubungan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat 
(komunitas), pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang berpihak 
kepada masyarakat dan bersifat transparan serta akuntabel. Hal tersebut 
memberikan peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
memperoleh kesempatan kerja dan berusaha dalam bingkai kesetaraan 
dan keadilan. 
C. Desa Wisata 
 
1. Pengertian Desa Wisata 
 
Desa wisata adalah suatu bentuk perkembangan pariwisata yang 
menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan 
pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata 
yang benilai budaya dan memiliki karakteristik traditional yang kuat 
(Dewi, Fandeli dan Baiquni, 2013). Begitupun menurut Inskeep (dalam 
Dewi, Fandeli dan Baiquni, 2013) mendefinisikan wisata pedesaan yang 
dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, 
tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan. 
Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa 




prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan 
masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. 
Desa wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki 
daya tarik khusus yang dapat menajadi daerah tujuan wisata. Di desa 
wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. 
Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta 
makanan traditional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata 
itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan 
terjaga merupakan faktor penting yang harus ada disuatu desa wisata 
(Zakaria, 2014). 
Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman 
akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya 
masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek 
historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh 
masyarakat setempat. 
2. Pengambangan Desa Wisata 
 
Perencanaan merupakan proses pembuatan keputusan tentang apa 
yang harus dikerjakan dimasa depan dan bagaimana melakukannya. 
Perencanaan harus memperhatikan keadaan sekarang secara realistis dan 
faktor potensial yang dapat dikembangkan. Perencanaan usaha harus 
dimulai dengan survei terperinci mengenai sifat dan bentuk pengembangan 





Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia 
(2003) menyatakan bahwa secara konseptual ekowisata dapat didefinisikan 
sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang 
bertujuan untuk mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan (alam dan 
budaya) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan 
sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat dan 
pemerintah setempat. 
Berdasarkan segi pengelolaannya ekowisata dapat didefinisikan 
sebagai penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab di 
tempat-tempat alami dan atau daerah-daerah yang dibuat berdasarkan 
kaidah alam yang secara ekonomi berkelanjutan dan mendukung upaya- 
upaya pelestarian lingkungan (alam dan budaya) serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat setempat. Sumberdaya kawasan pedesaan yang 
di dalamnya mencakup sumberdaya fisik, sosial dan budaya ternyata dapat 
dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Seringkali masyarakat pedesaan 
tidak menyadari bila wilayahnya memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki 
wilayah lainnya (Fauzi, 2004). 
Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan 
potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat pada suatu 
keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, lebih baik, dan memajukan sesuatu 
yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau dari yang sederhana kepada 
yang lebih kompleks. Dari segi kualitatif, pengembangan berfungsi sebagai 
upaya peningkatan yang meliputi penyempurnaan program ke arah yang 




manajemen yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 
dan evaluasi (Ramly, 2007). 
Aspek-aspek yang perlu diketahui dalam pengembangan pariwisata 
menurut Dimjati (1999) adalah: 
a. Wisatawan (tourist) dengan melakukan penelitian tentang wisatawan 
sehingga dapat diketahui karakteristik wisatawan yang diharapkan 
datang. 
b. Pengangkutan (transportasi) adalah bagaimana fasilitas transportasi 
yang tersedia baik dari negara asal atau angkutan ke obyek wisata. 
c. Atraksi/obyek wisata (attraction) mengenai apa yang dilihat, dilakukan 
dan dibeli di daerah tujuan wisata (DTW) yang dikunjungi. 
d. Fasilitas pelayanan (service facilities). 
 
e. Informasi dan promosi (information) yaitu cara-cara promosi yang akan 
dilakukan baik melalui iklan atau paket yang 
Desa wisata merupakan suatu bentuk lingkungan permukiman yang 
sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati, mengenal dan 
menghayati atau mempelajari kekhasan desa beserta segala daya tariknya. 
Sesuai pula dengan tuntutan kegiatan hidup masyarakatnya (mencakup 
kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dan sebagainya), 
sehingga terwujud suatu lingkungan yang harmonis, rekreatif, dan terpadu 
dengan lingkungannya (Ikaputra, 1985). 
Desa wisata merupakan bentuk desa yang memiliki ciri khusus di 
dalamnya, baik alam dan budaya, serta berpeluang dijadikan komoditi bagi 




subyek pariwisata. Sebagai objek, merupakan tujuan kegiatan pariwisata, 
sedangkan sebagai subyek adalah sebagai penyelenggara, apa yang 
dihasilkan oleh desa akan dinikmati oleh masyarakatnya secara langsung 
dan peran aktif masyarakat sangat menentukan kelangsungan desa wisata 
itu sendiri (Soebagjo, 1991). 
Sebagai suatu bentuk struktur dari kegiatan pariwisata, desa wisata 
erat kaitannya dengan kegiatan tinggal menetap di dalam atau dekat dengan 
kehidupan masyarakat pedesaan, belajar mengenai desa dan budaya lokal 
serta cara hidup masyarakat serta seringkali turut berpartisipasi dalam 
aktivitas pedesaan. Dalam perencanaan dan pengembangan serta 
pengelolaan masyarakat terlibat secara penuh sehingga dengan demikian 
diharapkan keuntungan dapat diterima oleh penduduk itu sendiri (Basuki, 
1992). 
Menurut Romani (2006) tindakan bijaksana dengan memperhatikan 
kepentingan serta kondisi lingkungan perlu diperhatikan dalam 
mengembangkan sebuah desa wisata, khususnya di wilayah yang masih 
memiliki ikatan serta sifat tradisional. Sebagai model dasar pembentukan 
sebuah desa wisata, harus memperhatikan pemilihan site dalam 
merencanakan fasilitas yang hendak digunakan. Perlu koordinasi dengan 
penduduk serta kerjasama antara mereka sendiri untuk melakukan 
pengembangan dan pengelolaan serta pemasaran yang efektif. Prinsip 
penting lainnya dalam pengembangan desa wisata adalah menomersatukan 
proses pelibatan penduduk setempat dalam tukar gagasan, tindakan, 




pariwisata pedesaan. Dengan demikian diharapkan dari kegiatan yang lahir 
nantinya dapat memberikan kerangka kerja yang simboisis mutualisme, 
saling menguntungkan antara masyarakat dan wisatawan. 
3. Komponen Desa Wisata 
 
Terdapat dua konsep utama dalam komponen desa wisata (Zebua, 
2016). Pertama yaitu akomodasi yang digunakan sebagai tempat tinggal 
wisatawan, biasanya desa wisata memanfaatkan tempat tinggal masyarakat 
lokal setempat dan ruang yang dikembangkan di area sekitar desa wisata. 
Kedua yaitu atraksi atau daya tarik, daya tarik desa wisata berupa 
kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi lingkungan khas 
pedesaan yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif dalam 
kegiatan masyarakat lokal. 
Selain akomodasi dan atraksi, komponen desa wisata dilihat dari 
keunikan dan keaslian suatu desa wisata, letaknya yang berdekatan dengan 
keadaan alam yang luar biasa, memiliki budaya yang unik yang dapat 
menari pengunjung, serta memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari 
sarana dan prasarana (Gumelar dalam Zakaria 2014). Prasiasa dalam 
Zakaria (2014) berpendapat bahwa komponen desa wisata terdiri dari empat 
komponen. Keempat komponen tersebut adalah partisipasi masyarakat 
lokal, adanya sistem norma yang ada di desa tersebut, adat dan budaya 
setempat yang masih asli. Desa wisata harus memiliki potensi pariwisata, 
seni dan kebiasaan didaerah setempat, area desa masuk kedalam lingkup 
kawasan pengembangan pariwisata atau setidaknya ada dalam rute 




pelatih, dan pelaku seni yang dapat mendukung keberlangsungan desa 
wisata tersebut, aksesbilitas yang dapat mendukung program desa wisata 




Chaplin (dalam Nggie, 2016) mendefinisikan atraksi adalah sesuatu 
yang mempunyai beberapa kualitas yang mampu mendatangkan dan 
menyebabkan kecenderungan untuk mendekati sumber. Dalam 
pariwisata atraksi dapat diartikan sebagai sesuatu yang menarik 
wisatawan untuk berkunjung pada daerah tujuan wisata berupa natural 
attraction, cultural attraction, social attraction, dan built attraction 
(Yoeti, 2002). Attraction/daya tarik wisata adalah berbagai hal yang 
memiliki keindahan, keunikan dan nilai budaya, alam, dan hasil buatan 
manusia yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan. Secara umum ada 
tiga jenis atraksi wisata yaitu: 
1) Atraksi alam 
 
2) Atraksi budaya 
 
3) Atraksi minat khusus 
 
Sedangkan Goeldner dan Ritchie (dalam Junaid, 2016) 
menambahkan jenis atraksi yaitu acara (event), rekreasi dan atraksi 
hiburan. Dalam desa wisata attraksi diartikan sebagai daya Tarik wisata 
yaitu berupa kehidupan keseharian penduduk setempat beserta kondisi 
lokasi desa yang memungkinkan wisatawan berpartisipasi aktif seperti: 




Dengan begitu, keaslian kondisi desa, kehidupan sosial, kesenian 
tradisional, menjadi daya tarik sebuah desa wisata, hal tersebut 
memungkinkan wisatawan melakukan hal-hal yang tidak biasa mereka 
lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 
b. Amenity 
 
Amenity adalah fasilitas penudukung yang dibutuhkan oleh 
wisatawan di destinasi wisata. Amenities meliputi beragam fasilitas 
untuk memenuhi kebutuhan akomodasi, penyediaan makanan dan 
minuman (food & beverage), tempat hiburan, tempat perbelanjaan, 
bank, rumah sakit, keamanan dan asuransi (Cooper, 2000). Begitupun 
menurut Sugiama (2011) amenity adalah beragam layanan dalam 
memenuhi kebutuhan wisatawan seperti akomodasi, makanan dan 
minuman, penyedia jasa akomodasi seperti hotel, motel, dan jasa 
penginapan lainnya. 
Akomodasi merupakan istilah yang menerangkan semua jenis 
sarana yang menyediakan penginapan bagi seseorang yang sedang 
dalam perjalanan baik wisata, bisnis, ataupun kepentingan lainnya 
(Sammeng, 2001). Akomodasi mencangkup: hotel, motel, wisma, 
pondok wisata, villa, appartement, caravan, perkemahan pondok 
remaja ataupun homestay. Karena konsep desa wisata yang melibatkan 
masyarakat setempat dalam pengembangannya, penginapan untuk 
wisatawan disediakan dalam konsep homestay, dimana wisatawan 




selama menginap serta menikmati kehidupan pedesaan yang masih 
tradisional (Soemarno, 2010). 
Berbeda dengan Soemarno, Sammeng (2001) mendefinisikan 
fasilitas sebagai kemudahan yang diberikan oleh suatu 
tempat/daerah/negara tujuan wisata. Kemudahan yang dimaksud antara 
lain dalam hal; mendapatkan informasi, mengurus dokumen perjalanan, 
membawa barang atau uang. 
c. Acessbility 
 
Akses mencangkup fasilitas yang penting dalam komponen kegiatan 
pariwisata. Aksesbilitas atau kelancaran atas perpindahan seseorang 
dari suatu tempat ke tempat lainnya (Sammeng, 2001). Menurut 
Sugiama (2011) aksesbilitas adalah tingkat intensitas suatu daerah 
tujuan wisata atau destinasi yang dapat dijangkau oleh wisatawan. 
d. Ancillary 
 
Keadaan organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi dan 
mendorong kepariwisataan destinasi bersangkutan. Beberapa 
organisasi ancillary antara lain pihak pemerintah (misal departemen 
kepariwisataan, dinas pariwisata), asosiasi kepariwisataan (antara lain 
asosiasi pengusaha perhotelan, bisnis perjalanan wisata, pemandu 
wisata dan lainnya) (Sugiama, 2011). 
e. Activities 
 
Aktifitas ini berhubungan dengan apa yang nantinya akan 
memberikan pengalaman (experience) bagi wisatawan. Hal ini 




lakukan di obyek wisata (Brown and Stange dalam Budisetyorini, 
2016). Aktivitas wisata adalah apa yang dikerjakan wisatawan selama 
kunjungan di daerah tujuan wisata dalam waktu tertentu. Banyak 
aktivitas yang dapat dilakukan di desa wisata, sehingga desa wisata 
lebih banyak memberi pengalaman kepada wisatawan. Misalnya 
dengan mengemas aktivitas bertani menjadi wisata edukasi yang 
menyenangkan. Beberapa aktivitas wisata yang dapat dilakukan di desa 
wisata adalah sebagai berikut: 




3) Memasak dengan tungku 
 
4) Bersepeda santai 
 
5) Hiking, dan lain-lain. 
 
4. Kriteria Desa Wisata 
 
Suatu kawasan pedesaan dapat dikembangkan menjadi desa wisata 
apabila memiliki potensi dan faktor pendukung sebagai berikut (Dinas 
Pariwisata Kota Batu, 2019): 
a. Memiliki potensi yang unik dan khas serta mampu dikembangkan 
sebagai daya tarik/atraksi yang dapat menarik kunjungan wisatawan. 
Baik berupa sumber daya alam ataupun budaya. Potensi obyek dan daya 
tarik wisata merupakan modal dasar bagi pengembangan suatu kawasan 




1) Potensi fisik lingkungan alam (persawahan, perbukitan, bentang 
alam, tata lingkungan perkampungan yang unik dan khas, arsitektur 
bangunan yang unik dan khas, dsbnya). 
2) Potensi kehidupan sosial budaya masyarakat (pola kehidupan 
keseharian masyarakat yang unik dan khas). 
b. Memiliki adat istiadat dan tradisi budaya, seni kerajinan dan kesenian 
tradisional. 
c. Memiliki fasilitas pendukung, seperti akomodasi/penginapan, serta 
ruang khusus untuk wisatawan berinteraksi langsung dengan 
masyarakat sekitar. 
D. Community Based Tourism (CBT) 
 
1. Pengertian Community Based Tourism (CBT) 
 
Baskoro, BRA (2008) mengatakan bahwa Community Based 
Tourism (CBT) adalah suatu konsep yang berpihak pada pemberdayaan 
masyarakat/komunitas agar lebih mampu memahami nilai-nilai dan aset 
yang dimiliki, seperti adat istiadat, gaya hidup, kebudayaan, dan masakan 
kuliner. Komunitas tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk 
pengalaman berwisata. 
Menurut (Zubaedi, 2014) pemberdayaan masyarakat yaitu suatu 
cara agar mampu meningkatkan kesejahteraan golongan masyarakat yang 
sedang dalam kondisi miskin, sehingga dengan adanya pemberdayaan 
tersebut masyarakat yang kurang mampu dapat berkembang dan 
melepaskan diri dari kondisi kemiskinan. Jadi yang dimaksud dengan 




kemampuan masyarakat, dengan cara memotivasi, mendorong, dan, 
mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata. 
Sedangkan menurut (Mudana, 2015) mengatakan bahwa 
pemberdayaan masyarakat dibidang pariwisata dapat mengingkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal 
dan meningkatkan kualitas aktivitas pariwisata yang berkelanjutan. 
Konsep yang menjabarkan mengenai peran komunitas dalam 
pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah menjadikan 
masyarakat asli daerah tersebut sebagai aktor utama melalui pemberdayaan 
masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat yaitu dengan mempromosikan potensi wisata yang ada, seperti 
keindahan alam dan budaya. 
2. Ciri-ciri Community Based Tourism (CBT) 
 
Strategi untuk pemberdayaan masyarakat adalah dengan 
pengembangan wisata berbasis masyarakat. Nasikun dalam (Sastrayuda, 
2010) mengemukakan ciri-ciri dan jumlah karakter dalam pengembangan 
wisata. sebagai berikut: 
a. Wisata berbasis masyarakat menemukan rasionalitasnya dalam properti 
dan ciri-ciri unik serta karakter yang lebih unik diorganisasi dalam 
skala yang kecil, jenis wisata ini pada dasarnya merupakan secara 
ekologis aman, dan tidak banyak menimbulkan dampak negatif seperti 
yang dihasilkan oleh jenis wisata konvensional. 
b. Wisata berbasis masyarakat komunitas memiliki peluang lebih mampu 




dan oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitasdan 
pengusaha-pengusaha lokal. 
c. Berkaitan sangat erat dan sebagai konsekuensi dari keduanya lebih dari 
wisata konvensional, dimana komunitas lokal melibatkan diri dalam 
menikmati keuntungan perkembangan wisata, dan oleh karena itu lebih 
memberdayakan masyarakat. 
3. Prinsip-prinsip Community Based Tourism (CBT) 
 
Beberapa ahli mengatakan wisata berbasis masyarakat atau 
community based tourism memiliki prinsip-prinsip dasar, menurut UNEP 
dan WTO (2005) dalam (Rahayu, 2016) terdapat sepuluh prisip dari wisata 
berbasis masyarakat yaitu: (1) Pertama, mengembangkan kepemilikan 
komunitas, mengakui, dan mendukung dalam industri pariwisata, (2) 
Kedua, dalam memulai setiap aspek melibatkan seluruh anggota 
komunitas, (3) Ketiga, mengembangkan kualitas hidup komunitas, (4) 
Keempat, mengembangkan kebanggaan komunitas, (5) Kelima, dapat 
menjamin keberlanjutan lingkungan, (6) Keenam, tetap mempertahankan 
karakter, keunikan dan budaya di lokasi tersebut, (7) Ketujuh, turut 
membantu komunitas dalam perkembangan pembelajaran mengenai 
pertukaran budaya, (8) Kedelapan, dapat menghormati martabat manusia 
dan perbedaan budaya, (9) Kesembilan, keuntungan dari kegiatan 
pariwisata didistribusikan secara adil kepada anggota komunitas, (10) 
Kesepuluh, turut berperan dalam dalam menentukan prosentase pendapatan 





Menurut (Sunaryo, 2013) wisata berbasis masyarakat atau 
community based tourism berkaitan dengan partisipasi yang aktif dari 
masyarakat setempat untuk pembangunan kepariwisataan. Dalam 
pariwisata, terdapat dua perspektif dalam partisipasi masyarakat, yaitu 
dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi yang berkaitan 
dengan hasil yang didapat oleh masyarakat dari pengembangan pariwisata. 
Strategi perencanaan pembangunan kepariwisatan yang berbasis pada 
masyarakat atau community based tourism, memiliki tiga prinsip pokok, 
yaitu: 
a. Manfaat kegiatan kepariwisataan bagi masyarakat lokal. 
 
b. Melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. 
 
c. Masyarakat lokal dibekali dengan pendidikan kepariwisataan. 
 
Bedasarkan penjabaran diatas, memperlihatkan bahwa 
pengembangan wisata berbasis masyarakat berbeda dengan wisata pada 
umumnya. Didalam wisata berbasis masyarakat, komunitas adalah aktor 
utama sebagai pengelola wisata dan bertujuan untuk peningkatan standar 
kehidupan masyarakat. 
Menurut Hadiwijoyo dalam (Novia, 2014) agar pelaksanaan Wisata 
Berbasis Masyarakat dapat berhasil dengan baik, terdapat elemen-elemen 
yang harus diperhatikan yaitu: 
a. Sumberdaya alam dan budaya 
 
1) Sumber daya alam terjaga dengan baik 
 





3) Kebudayaan yang unik sebagai tujuan 
 
b. Organisasi-organisasi masyarakat 
 
1) Masyarakat memiliki kesadaran, norma dan ideologi 
 
2) Masyarakat memiliki tokoh yang dituakan yang mengerti akan 
tradisi lokal dan pengetahuan serta kebijakan setempat 
3) Masyarakat memiliki rasa saling memiliki dan ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan yang dilakukan oleh mereka sendiri 
c. Manajemen 
 
1) Masyarakat memiliki aturan dan peraturan untuk lingkungan, 
budaya dan manajemen pariwisata 
2) Organisasi lokal atau mekanisme yang ada untuk mengelola 
pariwisata dengan kemampuan untuk menghubungkan pariwisata 
dan pengembangan masyarakat 
3) Keuntungan didistribusikan secara adil bagi masyarakat 
 
4) Keuntungan dari wisata memberikan kontribusi terhadap dana 
masyarakat untuk pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat 
 
 
d. Pembelajaran (learning) 
 
1) Membina proses belajar bersama antara tuan rumah dan tamu 
 
2) Mendidik dan membangun pemahaman tentang budaya dan cara 
hidup yang beragam 
 
3) Meningkatkan kesadaran konservasi alam dan budaya di kalangan 
wisatawan dan masyarakat setempat. 
